BAB IV
PENUTUP

16. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab Il tentang pembahasan, dapat diidentifikasi

jawaban atas permasalahan pokok dan persoalan-persoalan yang menjadi

kajian, serta beberapa temuan yang secara ringkas dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

a.

Kesiapan BPJPH yang sudah dilaksanakan adalah melalui pelatihan dan
pendidikan sumber daya manusia auditor maupun personil BPJPH.
Hambatan yang dihadapi oleh BPJPH antara lain mengenai ketersediaan
auditor. LPPOM-MUI yang sekarang berfungsi sebagai Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) mempunyai auditor yang mencukupi, auditor
LPPOM-MUI kebanyakan berasal dari perguruan tinggi. Pada saat
perguruan tinggi didorong untuk membentuk LPH, perguruan tinggi
tersebut kesulitan mendapatkan auditor karena harus disertifikasi oleh MUI.
Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik BPJPH
didalam melayani sertifikasi' halal. ‘Solusi telah ada dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengenai Jaminan Produk Halal yaitu
Auditor Halal tidak perlu disertifikasi oleh MUI, tapi cukup lulus uiji
kompetensi auditor halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi. Selain itu, perlu terobosan kebijakan yaitu pemerintah menyiapkan
anggaran untuk-biaya ujian‘kompetensi“bagi-calon-auditor halal serta
memberi insentif bagipendirian LPH baru.

Kesiapan sertifikasi halal masih terdapat terdapat permasatahan didalam
aspek actuating. Dalam pembentukan LPH harus memenuhi persyaratan
tersedianya tenaga auditor halal minimal 3 (tiga) orang. Dari beberapa LPH
yang akan mengajukan ijin, persyaratan tersebut menjadi kendala
sehingga mereka tidak memperoleh ijin karena tidak bisa menunjukkan
ketersediaan tenaga auditor. Selain itu kesiapan Komisi Fatwa MUI untuk
melakukan sidang penetapan fatwa halal juga masih bermasalah dari
aspek actuiting. Komisi fatwa MUI memerlukan sumber daya manusia dan
anggaran pada saat mau bersidang. Sumber anggaran BPJPH yang
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diberikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk membiayai sidang fatwa tidak
sebesar waktu masih dikelola oleh LPPOM-MUI. Selain itu sumber daya
manusia di Komisi Fatwa MUI juga terbatas secara jumlah. Kondisi
demikian menyebabkan sidang penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI
tidak dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan yaitu selama 3
(tiga) hari kerja. Sebagai solusi untuk mengatasi hambatan ini, sidang
komisi fatwa cukup dilakukan secara daring, dan berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja, yang disebut Komisi Fatwa tidak hanya di MUI saja,
tapi bisa juga dari organisasi keagamaan lain seperti NU maupun
Muhammadiyah. Demikian pula dengan penyediaan tenaga penyelia halal,
pemerintah bersama dengan ormas keagamaan mendidik calon penyelia
halal dan menugaskan penyelia halal yang telah melaksanakan pendidikan
untuk melakukan pendampingan proses produksi halal UMKM dengan
mempergunakan dana APBD.

Melalui sertifikasi halal, sebagai bagian dari ekonomi syariah, potensi
peningkatan ekonomi sangat luar biasa. Industri halal tidak hanya makanan
atau minuman saja, tapi juga keuangan, pakaian, wisata halal, hiburan dan
media, serta farmasi dan kosmetik. Masih besar peluang Indonesia untuk
memacu peningkatan ekonomi, karena ada peluang dari industri halal yang
lain. Di sektor industri makanan dan minuman saja, kita masih banyak
impor dibanding dengan ekspor, padahal potensi dalam negeri untuk
industri makanan. dan minuman’sangat’ #inggi_dengan adanya produk-
produk dari UMKM.

17. SARAN

Dengan adanya potensi yang luar biasa dari penerapan Jaminan Produk

Halal, maka agar penerapan Jaminan Produk Halal dapat mendorong

peningkatan perekonomian nasional secara signifikan, perlu dilakukan hal-hal

sebagai berikut:

a.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera membentuk
perwakilan di provinsi maupun kabupaten/kota dengan mengoptimalkan
fungsi-fungsi yang ada di Kementerian Agama pusat, provinsi,
kabupaten/kota maupun kerjasama dengan kementerian/lembaga lain.

BPJPH perlu melakukan kerjasama seluas-luasnya dengan Kementerian/



53

Lembaga di dalam negeri maupun dengan lembaga sejenis di luar negeri
terutama untuk menyamakan persepsi tentang kehalalan suatu produk.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera membentuk
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pembentukan LPH
dapat melibatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta sekaligus
menyiapkan calon tenaga auditor halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera
memperbanyak pelatihan tenaga auditor halal dan penyelia halal dan
meyakinkan mereka bahwa auditor dan penyelia merupakan sumber daya
manusia yang penting dalam penerapan Jaminan Produk Halal. Perguruan
tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia harus lebih dilibatkan
dalam pendidikan maupun pelatihan auditor dan penyelia halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong
terbentuknya pusat kajian halal (halal center) di perguruan tinggi maupun
lembaga penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode yang
efisien dan efektif dalam mendeteksi kehalalan suatu produk.
Kementerian Perindustrian harus membentuk ekosistem Industri Halal
seperti kawasan industri halal yang terintegrasi sebagai sebuah rantai
pasok. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal dimana antara satu proses
dengan proses yang lain dapat terjaga kehalalannya.

Kementerian Perindustrian perlt memberikan pemahaman kepada industri
di luar.makanan ‘dan\minuman tentang pentingnya''penerapanjaminan
produk halal karena industri halal tidak hanya makanan atat-minuman saja,
tapi juga keuangan, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, serta farmasi
dan kosmetik. Kehilangan kepercayaan masyarakat akibat penyimpangan
jaminan produk halal, tidak hanya akan merugikan secara ekonomi, tapi
juga akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, sosial budaya
akibat tidak terjaminnya pelaksanaan ibadah sebagaimana yang
disyariatkan dalam ajaran agama.

Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Luar Negeri
harus terus menerus mempromosikan industri halal Indonesia serta

memberikan pemahaman kepada masyarakat luar negeri tentang
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pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH) bagi warga Muslim Indonesia
khususnya.

Kementerian Pertanian harus mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang melaksanakan
Jaminan Produk Halal (JPH) di setiap daerah serta meningkatkan
pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut. Pembinaan dan
peningkatan kualitas sumber daya para Juleha (Juru Sembelih Hewan) di
bidang teknik pemotongan hewan dan penyimpanannya harus lebih
ditingkatan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus lebih mengembangkan
lagi konsep pariwisata halal terutama di daerah mayoritas non-Muslim
untuk mendorong datangnya wisatawan Muslim dalam negeri maupun
mancanegara ke daerah wisata tersebut bekerjasama dengan
Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Koperasi dan”UMKM mendorong percepatan program
sertifikasi halal produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM khususnya
bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah di pusat
maupun di daerah, BUMN, BUMD, lembaga sosial, lembaga keagamaan,
asosiasi, dan komunitas serta program bantuan/dukungan berupa
sosialisasi, stimulan atau bimbingan teknis.

Kementerian Koperasi dan —UMKM _melakukan sosialisasi dan
pendampingan-pengajuan ‘sertifikasi” hafal | dalam rangka pencapaian
proses-pemberidn " serifikasi- halal terhadap''seliruh “produk UMKM di
Indonesia yang perlu dilakukan secara intensif baik secaraturing maupun
daring untuk menjangkau pelaku UMKM lebih luas.

Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan peningkatan kapasitas SDM
UMKM khususnya dalam penerapan jaminan produk halal. SDM UMKM
harus memahami penyebab suatu produk bisa menjadi tidak halal akibat
kesalahan proses produksi.

Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga keuangan yang paham akan potensi penerapan Jaminan
Produk Halal, yang memungkinkan peningkatan ekonomi Indonesia dari

penerapan Jaminan Produk Halal akan tercapai.
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